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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor-faktor yang
melekat pada diri pengemudi kendaraan bermotor, misalnya kesiapan mental
pada saat mengemudi, bisa saja pengemudi merasakan kelelahan fisik, pengaruh

minuMman Keras dan juga-abat-obatan terlarang, di samping itu juga faktor usia

gemudi tidak menutup kemungkinan

adinya kecelakaan.

Perkembangan dibidang teknologi

transportasi telah menyebabkan

erkembangan model transportasidi Indpnesia baik darat, udara maupun laut.
embangan transp elah semakin

dor
\‘\ 3 e nan dari satu daerah ke
daerahla distsi Tain-hampicdi iar a=kota-besartels

mudah mobilit
berdampak

pada m0 a berbagai permasala®e#Talu lintas &arti pelanggaran,
A
kemacetan danikecelakaa RAWAN
Permasalahan Taliplintasiyang menjadi sorotan utama salah satunya adalah

peristiwa kecelakaan lalu lintasipAdaptinipengertian kecelakaan lalu liptasyang

terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang ng Nomo ahun 2009"tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di
Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau

tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau



kerugian hartabenda.! Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas di
sebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia,
kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang
telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan
paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang di perhatikan
manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin

dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya

dKddll i () S,Z
Dalam kenyataannya pada“kecel lalu lintas karena kelalaian sering

erjadi bahwa antara pelaku dan korban s

pakat menyelesaikan masalah tindak

memberikan uang ganti rugi

dana tersebut dengan
erugian yang dide emikian sangat

menguntungkan bagi s indak pidana tersebut

diselesalke A Je "'*-lg"'a'“"- geEtapat menerima

¢ tarKKlRAWiANaGIdana lalu lintas

p_perkara tersebut melalui jalur hukum, sehingga

hukuman 3
seharusnya me
pelaku dapat di hukum al Undlang-Undang yang berlaku, dengan degikian

nya dan menjadi gontoh

pelaku tindak pidana tersebut adar aha
kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan te
Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak

diinginkan atau tidak disengaja (culpa) baik dari pihak korban maupun dari

! Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
2 Rinto Raharjo, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, him. 80.



pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap
diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana dengan penjelasan
dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.® Hal ini menimbulkan polemik
pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro, setuju dan berbendapat
bahwa_memangyproses hukum-harus tetaf, dilaksanakan dan ditegakkan tanpa

dang bulu (rule of the law dantaw ;ihent). Demikian pula dalam upaya

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas

Kepastian hukum memang harusnya

berlakukan pada pelaku=kecelakaan=faju}intas radilan pidana.
n kenyataannny: pertimbangan
tertemtundiselesaikan ol 3 i upaya mediasi penal
maupUMNOnEpendl ae

Peneg m mmﬂﬁWiANanegakan hukum,
sehingga diberi tugas damewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan
dan penegakan hukum."Keéwenangan polisi menerapkan mediasi penal maupun

non-penal dengan prinsip-prinStPARestora ice ini berlandaSkan/ pada

diskresi kepolisian sesuai yang diatur dala 1) Undafg-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

% Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



menurut  penilaiannya sendiri.* Di dalam Surat Edaran Kapolri
B/3022/X11/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui
Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan
tindakan mediasi penal diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan
hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas.® Dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat
(1) huruf (j) juga menyebutkan bahwa penyidik boleh mengadakan tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung jawab.® Hal ini yang memberi dampak

----- pan_bagi penyidik untuk fmelakukan tindakan diskresi dengan
arat yang terdapat Pasal 18 Ayat (Z*g-umang Nomor 2 Tahun 2002

entang Kepolisian Negara Republik Indo

esia dalam yaitu bahwa hanya dapat

akukan dalam keada tikan peraturan

pdang-undangan, gara Republik

gsia.’ Di i 3 i an da penyalahgunaan
sehin iDETTR T satasan. da l 58 arus dilakukan

tlmbKaARRWAINGU diambil karena

n, bukan untuk menggantikan hukum dan satu aspek

hanya atas
adanya kekosong
terpenting dalam pengambilanileiskresi adalah pertanggungjawaban/ yang
meliputi hukum, kode etik dan<disiplin Diskresi Kepolisian*biasanya
alan ka

menggunakan jalur hukum non litigasi pada“g pidana

4 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

5 Surat Edaran Kapolri B/3022/X11/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui
alternative dispute resolution (ADR).

6 Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.



kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan
cara mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan, akan tetapi
penyelesaian kasus tersebut bisa juga di selesaikan menggunakan jalur litigasi
yaitu hukum acara peradilan pidana, dimana salah satu pihak merasa sangat
dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan dalam kepastian hukum tetap. Dalam
proses peradilan pidana peran Hakim sangatlah penting sesuai dengan pasal 19
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka
- )u. adalalypejabat negara’yang melakykan kekuasaan kehakiman yang diatur

am Undang-Undang untuk ne gaik memutus setiap perkara seadil-

akat pada umumnya.® Dari peradilan

sebut, masyarakat dapatmember pentlaianztentan arat pengadilan.
karena itu, mutlak rlukanha I n?pu menghayati
da gksanakan tuga n 1 a u perkara dengan adil
dan \ %‘%
Seb udahmnaAWAbNGtang Pemidanaan

terhadap pelaku ak'pidana kelalaian untuk menjaga keaslian dalam penulisan

ini, penulis memuat itian sebelumnya mengenai tindak pidana

kelalaian, yaitu:

1. Skripsi, Bahar, Universitas Hasanudin, 014, Tinj Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian,
Kesimpulan hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana terhadap

delik kelalaian yang menyebabkan kematian ketentuan pidana pada perkara

8 pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



ini yakni Pasal 359 Undang — undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan ANgkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai
dengan fakta fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan
keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak
terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam
memustukan perkara putusan Nomor 52/Pid.B/2012/PN.BR telah sesuai

arenasperdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa,
dan alat bukti serta adanya p€ 'mbﬁgertimbangan yuridis, hal-hal yang

meringankan dan memberatkan, serta 0/

iperkuat dengan keyakinan hakim.

Skripsi, Garry Fischer=Simanjunta rsitas=sumatera Utara, Tahun
alai

019, Tindak Pidan ebab an Orang Lain.

apulan hasil pe dinya kelalaian dalam

pengatu genai LKﬂRjAWpA/ﬁGﬂ luar pengadilan

(non-litigasi).“Renerapan hukuman oleh hakim terhadap tindak pidana

kelalaian dalam berkefgara g menyebabkan kematian orang lain dalam

putusan Nomor: 162/Pid.B/2 im _memutus__befFdasarakan
pertimbangan-pertimbangan tertentu yak Pa.alasan yangdmeringankan
terhadap terdakwa, maka hakim tidak memberikan ancaman hukuman
maksimal terhadap terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310

ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas melainkan memutus hukuman di bawah

ancaman maksimal yakni pidana penjara 1 tahun 2 bulan.



Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai
delik kelalaian yang menyebabkan korban mengalami kematian dengan judul
“Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kaitkan Dengan
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor:

38/Pid.B/2018/Pn.Kwg.)”

Adapun permasalahan yang iarﬁgam penelitian ini adalah:

;r: kelalaian yang mengakibatkan

. Bagaimana penerapan hukum terha

kecelakan lalu lintas mengakibatkdnzora al dunia?

agaimana pertimb n M menj usan terhadap

jan yang men A ni | dunia dalam perkara
No : . . I%
T GNMKARAWANG

Berdasarkanhpe alahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pe pan p, terhadap kelalaian /'yang

mengakibatkan kecelakaan lalu linta gumengakibatkan@@rang lain
meninggal dunia

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

dalam perkara Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg.



3. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah
wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam
pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

anfaatgRraktis yang diperoleh dari fyenelitian ini adalah menjadi Legal
Opinion yang dapat dijadikan-oleh praktisi hukum sebagai referensi

tasi Pemidanaan Terhadap Pelaku

dalam melihat sejaun mana Implem

wa Orang Lain
omor 22 Tahun

di Putusan Nomor :

E. Kerangka

W KARAWANG

Dalam rangkapenelitian teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan

sebagai landasan teoritiS abahas permasalahan yang telah dirumtiskan.

Adapun teori, asas-asas dan kOnsep,yang“digamakan secara konseptualf teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah™FeofigRertanggungjawaban Pidana.
Dalam Bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai
responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana
sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga

menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu



masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar
pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi rasa keadilan.®
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan
apakah seorang Tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu
tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana
adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan

atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Sistem

pértangguagjawaban pidanadalam hukum\pidana positif saat ini menganut asas
alahan sebagai salah satu asas-di sa asas legalitas. Dalam arti sempit,

esalahan dapat berbentuk kesengajaﬁ (opzet) atau kelalaian (culpa).

embicarakan kesalahan=berarti=membi rakan. pe jawaban. Dengan
ikian pertanggungj an | mental hukum
pidana sehingga kesala
pidanasHalini alva dasar dipertanggiuaeerrety a perbuatan
seseorang, diletakka dicKRrR/AWWNyGterbukti tidaknya
unsur-unsur tindakeprdana, Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana
maka terbukti pula kesalahiannyadan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini
berarti pertanggungjawaban pidana,, dilekatkangkepada unsur-umstir gindak

pidana.!

® Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers: Cetakan
pertama, Jakarta, 2015, him. 16

10 Sydarto, Hukum Pidana I, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 1991, him. 14.

L E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia
Grafika, Jakarta, 2002, him. 161.
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Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara
subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.? Apa
yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang
dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh
hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan yang dimaksud
déngan celaansubjektif mertjuk kepada si\pembuat perbuatan terlarang tersebut

au dapat dikatakan celaan yang s@}i\% adalah orang yang melakukan

perbuatan yang dilarang atau bertentangg

I dengan hukum. Apabila perbuatan

g dilakukan suatu perbuatan yan yang dilarang,

n apabila di dal iri ) 2but an yang yang
n

menyebabkan tidak dap ggungjawaban pidana
tersebutitidak,mu v

Pengertia rbualKArRtAWANGanggungjawaban
Perbuatan pidanathanyaimenunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang
yang telah melakukan perbuataniiil kemudian juga dipidana tergantung pada
soal, apakah dia dalam melak perbuatammitu, mempunyai kesalahag atau
tidak apabila orang yang melakukan perbuate emanggmempunyai

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai

kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela

2 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia :
Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, him.33.
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dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak Dipidana Jika Tidak Ada
Kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.®
Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran
tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal

atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun

seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya

di unsur “yang menyebabkan hilangnya kemampuan
tanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda, bahwa dasgf adanya tindak pidana adalah asas

galitas, sedangkan dapatdipidanany dafahratasdasar kesalahan, hal

erarti bahwa seseo ak e an pidana bila

ta
g telah melak ah bertentangan dengan

atu bentuk
mekanismetyane 'ciptaKﬁJRr WAJNG suatu perbuatan
tertentu  yang “ela disepakati.”*  Dasar ini adalah mengenai

dipertanggungjawabka esSe@rang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Artinya seseorang baru dapat&igiminta apggunngjawabanaya” apabila
seseorang tersebut melakukan kesalahan™g melakukan pegb@atan yang

melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan adanya

13 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana, Aksaran Baru, Jakarta, 1983, him. 10.

14 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab
Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana : Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, him. 68.
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perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum
pidana tersebut tidak berlaku surut.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus
mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu
kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet)

Kesengajaan (opzet) disebut juga dolus dan biasanya diterjemahkan

(13

dengangssengaja”. Kesenega

akan salah satu unsur dari tindak

jaan me
pidana. KUHP sendiri tidak~mem n pengertian apa yang dimaksud

dengan sengaja. Menurut doktrin, ipti dari kesengajaan ialah kehendak

> itu sendiri, dan

seseorang. Kehendakatt dapatditujukankeps
pada “akibat
pula sebagai “materiel

dinamakan “form pzety d:
erbuatan” atau ma ea I
SNKARAWANG™ "

2 (dua) teoriyang penjelasannya sebagai berikut:

a
ul
is

a. Teori Kehends

Menurut teori ini, apalila,, sesee melakukan sug derbiiatan,
tentulah dengan maksud me sulkan stiatt~akibe entugSebagai
suatu tujuan, karena jika ia tidak menghéndaki demikian,dig@tidak akan
berbuat. la melakukan perbuatan justru karenata dak menimbulkan
akibat itu.

b. Teori Membayangkan

15 H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2015,
him. 222
16 1bid, him. 223.
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Menurut teori ini, manusia hanya dapat menghendaki melakukan
perbuatan dan tidak mungkin dapat menghendaki akibat perbuatan.
Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul.
Karena itu hanya dapat mengatakan bahwa seseorang itu berbuat hanya
mengharapkan akibat akan timbul.
2. Kelalaian (culpa)
Kelalaian atau culpa ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka
kelalaian tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu:!’
a. Kelalaian yang disadari (bewuste schuld)

Kelalaiangyang disadari~terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan
atau memperkirakanke ungkin Inya suatu akibat yang menyertai
perbuatannya. Meskipun iatelah hertsaha untuk mengadakan pencegahan
supaya tidak timbul akibat itu.

b. Kelalaian yang tidak disadari (onbefiuste

Kelalaian yang disada adi a embuat tidak
membayangkan at mperkira RgKi ya suatu akibat

g menyertai pe an te . n apat membayangkan
atat, memperkiraka Inan Sbia pat but.

ll‘#_' Felaku  dapat

GHARAWANG ™

patoumuk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan

menyadari
berharap bahwa 3

atau menduga akan timbulaya Sudtu,.akibat, tetapi walaupun dia berusaha/untuk

mencegah, akibat itu terjadi jugame Seda apdalam kelalaiangyang/tidak
disadari (onbewuste schuld) pelaku tidak T apgkan atau _mendlga akan
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang,

padahal dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.®

17 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press,
Malang, 2008, hal. 289.

18 |_eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him 26.

19 Leden Marpaung, Loc. Cit.
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F. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian
yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu
hukum dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif dengan melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau
i uran/\perundang-undangan yang relevan
dengan masalah yang dibahas; pen n terhadap identifikasi hukum dan

efektivitasnya.

Spesifikasi Penelitiaees ==

Spesifikasi da
n alasan mem

dengan mengguna

riptif analitis.

an untuk memberikan

erundang — undangan dan teorif yang
relevan.
3. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan, tahap penulisan laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data



15

Pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi.
Data Primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakimandan pendapat para ahli hukum

5. Teknik Analisa Data

akan analisig deskriptif.

dapun lokasi dalam penelitian ini adala ebagai berikut:




